SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 256 TAHUN 2016

TENTANG.

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; '

3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pegawai Sipil
Negara,;

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

S5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
- Jakarta;

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

_Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J akarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya
disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Képegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Wahkota adalah Walikota Kota Adm1n1stras1 Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi yang
selanjutnya disebut Suku Badan Kota adalah Suku Badan
Kepegawaian pada Kota Administrasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Suku Badan Kota adalah Kepala Suku Badan
Kepegawaian Kota 'Administrasi Provinsi Daerah Khusus -
Ibukota Jakarta.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD -adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawail pemerintah
dengan perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara-lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16. Pensiunan adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diberhentikan dengan
hak pensiun termasuk pensjunan janda/duda. ‘

17. Lingkup Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

18. Lingkup Wilayah Kota adalah Kota Administrasi, Suku -

(1)

(2)

(3)

(1)

Dinas, Suku Badan, Inspektorat Pembantu Kota, Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, :

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

BKD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan
pemerintah bidang kepegawaian. '

BKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan vang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. '

BKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan
oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BKD mempunyai tugas melaksanakan - fungsi penunjang

urusan pemerintah bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
BKD menyelenggarakan fungsi : :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran BKD;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran BKD;

C. pényusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan,
promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta
pemberhentian Pegawai;
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penyusunan formasi kebutuhan Pega“}ai;

pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;
pelaksanaan penempatan dan mutasi Pegawai;
pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin Pegawai;
pembinaan dan pengembangan kinerja Pegawai;
pengembangan karir Pegawai;

penyelenggaraan penilaian/pengujian  dalam rangka
deskripsi kompetensi manajerial jabatan struktura.l dan
jabatan fungsional dan potensi Pegawai;

pelaksanaan konseling Pegawai;

penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi
manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional,

penyusunan standar kompetensi;

pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan
Pegawali;

penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun
Pegawai;

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan_
perundang-undangan kepegawaian;

pengelolaan sistem informasi manajemen dan - dokumen
kepegawaian daerah;

pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawalan
daerah;

penegakan peraturan perundang-undangan di b1dang
kepegawaian;

pembinaan pegawai KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BKD,'
pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan BKD ;
pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD: dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanéaﬁ tugas
dan fungsi BKD.



BAB III ‘
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Susﬁnan Organisasi

Pasal 4

(0) Susunan organisasi BKD sebagai berikut :

a.

b.

h.

1.

Kepala Badan;
Sekretariat terdiri dari :

Subbagian Umum;

Subbagian Kepegawaian;

Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
Subbagian Keuangan.

el i

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan terdiri dari :

1. Subbidang Perencanaan Pegawai;

2. Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai;
dan ' _

3. Subbidang Mutasi.

Bidang Pengembangan, terdiri dari:

1. Subbidang Pengembangan Karir;

2. Subbidang Kepangkatan; dan

3. Subbidang Jabatan Fungsional.

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun, terdiri dari :

1. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

2. Subbidang Penghargaan; dan

3. Subbidang Pensiun dan Cuti.

Bidang Pengendatlian, terdiri dari :

1. Subbidang Peraturan Pegawai:

2. Subbidang Disiplin Pegawai; dan

3. Subbidang Kinerja Pegawai.

Suku Badan Kota;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi BKD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.



Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 5
Kepala Badan mempunyai tﬁgas :
a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan

fungsi BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. mengoordinasikén pelaksanaan tugas dan- fungsi Sekretariat,
Bidang, Suku Badan Kota, Unit Pelaksana Teknis dan
Kelompok Jabatan Fungsional;

. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD
dan/atau  instansi pemerintah/swasta  dalam  rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi BKD:; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi BKD.

Bagian Ketiga
‘Sekrete'lriat
Pas;ed 6
(1) Sekretariat mem;;akan unit kerja staf BKD.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris BXD yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 7

(1) Sékretan'at mempunyai  tugas melaksanakan  tugas
"~ administrasi BKD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : '

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Seckretariat;

C. pengoordinasian penyusunan rencana strateéis dan
rencana kerja dan anggaran BKD;

d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang
~ berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;



pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi
rencana strategis, dan dokumen pelaksanaan anggaran
BKD oleh unit kerja BKD;

pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan
tenaga teknis BKD;

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BKD;
pengelolaan layanan kepegawaian BKD ;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
BKD;

pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
BKD; |

b

penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja BKD;

pengelolaan kearsipan, data dan informasi BKD;

pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinetja,
kegiatan dan akuntabilitas BKD; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan administrasi umum BKD.

(2)

(3)

Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
vang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris BKD.

Subbagian Umum mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan BKD; '

melaksanakan kegiatan layanan kepegawaian ;

melaksanakan  kegiatan  pemeliharaan kebersihan,
keindahan, keamanan dan ketertiban kantor BKD:



melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan
bangunan gedung dan peralatan kerja BKD;

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ pertemuan dan
perpustakaan BKD;

melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara
BKD;

menghimpun, menganaiisis dan mengajukan kebutuhan
peralatan kerja BKD;

menerima, menatausahakan, menyimpan dan
mendistribusikan peralatan kerja BKD;

melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan
informasi BKD;

menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan,
- pendistribusian dan penghapusan barang kepada “
Subbagian Keuangan untuk dibukukan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat

dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian BKD.

(2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Sekretaris BKD.

(3} Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

mclaksanakan  rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian;

melaksanakan pengurusan hak,- kesejahteraan,
penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;

melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai,

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan
evaluasi disiplin pegawai;



menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara
data, informasi dan dokumen kepegawaian;

melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, -

mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai;
melaksanakan monitoring, pembinaan, - pengendalian,
pengembangan dan pelaporan kinerja serta disiplin
pegawai;

menyiapkan dan memproses administrasi péngangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari

jabatan; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

(1) Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan

Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan dan

penganggaran BKD.

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris BKD. '

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana  strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup
tfugasnya;

menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran BKD;

mengoordinasikan penyusunan rencana Kkerja dan
anggaran  serta dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat;

melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan  rencana  strategis serta  dokumen
pelaksanaan anggaran BKD oleh unit kerja BKD;

memberikan  bimbingan  dan  konsultasi  teknis
perencanaan dan laporan terhadap unit kerja BKD;

menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas BKD;
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mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Sekretariat; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

" Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan BKD.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris BKD.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja
serta anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

melaksanakan rencana strategis - dan  dokumen

- pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup

tugasnya;
melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan BKD;

menghimpun dan menyusun baha_n pertanggungjawaban
keuangan BKD; .

menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta’
memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) . yang
diajukan Bendahara,

melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM); '

menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan
BKD;

melakukan analisis dan evaluasi nilai serta manfaat aset-
BKD;

mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi BKD;

memberikan  bimbingan dan konsultasi teknis
penyusunan laporan serta bahan pertanggungjawaban
keuangan terhadap unit kerja BKD;

mengoordinasikan tugas Bendahara;

mengoordinasikan . penyusunan laporan keuangan
Sekretariat; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbagian Keuangan.



i1

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan

Pasal 12

(1} Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan merupakan Unit

(2)

(1)

(2)

L

Kerja lini BKD dalam pelaksanaan perencanaan serta
pendayagunaan pegawai.

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah serta
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana . kebutuhan serta
pendayagunaan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan menyelenggarakan

fungsi :

a. pényusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggéran
Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan:

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan:

¢. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan
pegawai; ‘

d. pelaksanaan analisis kebutuhan, penyiapan  bahan
pemberian pertimbangan persetujuan teknis penyusunan
dan penetapan formasi pegawai meliputi pegawai baru,
pegawai tugas belajar dan izin belajar;

€. penyelenggaraan.rekrutmen calon pegawai;
perencanaan penempatan pegawai,

penyclesaian penetapan calon pegawai menjadi pegawai;

5 0

. perencanaan pelaksanaan sumpah/janji pegawai:

[

penyusunan rencana pemindahan dan pendayagunaan
pegawai; '

] fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai;
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k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi
pendayagunaan pegawai; dan

1. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan -
fungsi Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Pasal 14

Subbidang Perencanaan Pegawai merupakan Satuan Kerja

' Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan dalam pelaksanaan

analisis perencanaan kebutuhan pegawai. -

Subbidang Perencanaan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan ' dan

Pendayagunaan. |

Subbidang Perencanaan Pegawai mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai
lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan  analisis perencanaan. kebutuhan dan
pendayagunaan pegawai;

d. menyusun analisa dan peta kebutuhan pegawai;

e. melakukan verifikasi dan validasi terhadap perubahan
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pegawai
SKPD /UKPD: :

f. memproses penetapan formasi pegawai setelah memperoleh
pertimbangan dari kementerian yang bertanggung jawab di .
bidang pendayagunaan pegawai;

g menyusun peta kebutuhan izin belajar Pegawai Negeri Sipil;

h. melaksanakan penempatan Pegawai Negeri Sipil pasca
tugas belajar; .
1. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi  peta .

kebu_tuhan pegawai SKPD/UKPD berkoordinasi dengan Biro
Organisasi dan RB;



(2)

(3)
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j- memberikan bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan

analisis kebutuhan pegawai SKPD/UKPD berkoordinasi
dengan Biro Organisasi dan RB;

k. melaksanakan monitoring, pengendalian dan - evaluasi
pendayagunaan pegawai; '

l. melaksanakan perpanjangan perjanjian kerja Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan/ atau
Pegawai Tidak Tetap; - ' '

m. melaksanakan monitoring, pengendalian, pembinaan dan
pendayagunaan serta evaluasi Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) dan/atau Pegawai Tidak Tetap; -

n. melaksanakan proses pemuktahiran data perubahan
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pegawai
SKPD/UKPD ke sistem informasi kepegawaian;

0. mengoordinasikan penyusunan’ rencana strategis, rencana
kerja dan  anggaran Bidang  Perencanaan  dan
Pendayagunaan;

p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, .
kegiatan dan akuntabilitas Bidang Perencanaan dan
Pendayagunaan; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Perencanaan Pegawai. ' :

Pasal 15

Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai
merupakan Satuan Kerja Bidang Perencanaan dan -
Pendayagunaan dalam pelaksanaan penerimaan dan
pendayagunaan Pegawai.

Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan
Pendayagunaan. '

Subbidang  Penerimaan dan Pendayagunaan Pegawai
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja. dan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai
lingkup tugasnya;

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan penerimaan serta pendayagunaan Pegawai;



(1)

(2)

(3)
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menyiapkan pelaksanaan seleksi penerimaan calon Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK);

memproses pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

melaksanakan penempatan calon Pegawai Negeri Sipil dan

'Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

melaksanakan sumpah/janji Pegawai;

menyelesaikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
menjadi Pegawai Negeri Sipil;

mengusulkan penerbitan Kartu Identitas Pegawai dan/ atau
Kartu Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Kartu Istri dan / atau

‘Kartu Suami; dan

melaksanakan prose's pemuktahiran data péngangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ke
sistem informasi kepegawaian;

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Penerimaan dan Pendayagunaan pegawai.

Pasal 16

Subbidang Mutasi merupakan Satuan Kerja Bidang

Perencanaan dan Pendayagunaan dalam pelaksanaan proses

mutasi pegawai.

Subbidang Mutasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan.

Subbidang Mutasi mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan proses mutasi Pegawai;

menyiapkan pelaksanaan penempatan calon praja IPDN;
melakukan monitoring dan pembinaan praja IPDN:
menyusun rencana mutasi Pegawai;

meldksanakan penempatan dan pendayagunaan Pegawai
Negeri Sipil;
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h. memproses, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan.
mutasi pegawai daerah intern dan/atau antar SKPD/ UKPD
termasuk pegawai titipan;

i. memproses permohonan mutasi pegawai dari dan ke
Pemerintah Daerah; dan :

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan.
tugas Subbidang Mutasi.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan

Pasal 17

(1} Bidang Pengembangan merupakan Unit Kerja 11n1 BKD dalam
pelaksanaan pengembangan Pegawai.

(2) Bidang Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan Pegawai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengembangan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan;

c. penyusunan  kebijjakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengembangan Pegawai;

d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan- kepangkatan,;

€. peényusunan dan perencanaan pengembangan Kkarier
pegawai;

f. penganalisaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi
pejabat; '

g penyusunan rencana pengisian jabatan sesuai dehgan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
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. pelaksanaan proses kenaikan pangkat berdasarkan ujian

penyesuaian ijazah; _
pelaksanaan ujian dinas untuk kenaikan pangkat;

pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pembebasan °
sementara, pemberhentian dan administrasi kenaikan
jabatan pejabat fungsional;

pelaksanaan proses pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian dari dan dalam Jabatan Struktural; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Pengembangan.

Pasal 19

Subbidang Pengembangan Karir . merupakan Satuan Kerja

Bidang Pengembangan dalam pelaksanaan pengembangan
karier Jabatan Struktural. '

Subbidang Pengembangan Karir dipimpin oleh seorahg Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

Subbidang Pengembangan Karir mempunyai tugas s

a.

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengembangan sesuau dengan lingkup
tugasnya '

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan sesuai dengan hngkup

. tugasnya;

menylapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pola karier dan pengembangan karier Pejabat
Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan Pejabat
Pengawas; - '

menghimpun,  meneliti ~dan  merumuskan " bahan
perencanaan karier Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas; )

. menyusun dan melaksanakan manajemen talenta (talent

pool management) dalam pengangkatan dalam dan dari
Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas; '
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menerima, meneliti dan memverifikasi usul pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas;

. memberikan saran dan pertimbangan pengembangan karie.r

kepada Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator dan
Pejabat Pengawas;

. menyiapkan seleksi terbuka pengisian dan mutasi Jabatan

Pimpinan Tinggi;

merencanakan, memfasilitasi dan melaksanakan sidang
badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dalam
lingkup pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian

Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas;

menyelesaikan administrasi sebagai tindak lanjut hasil
sidang badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;

- menyelenggarakan pelantikan, pengambilan sumpah dan

serah  terima Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas di tingkat provinsi; '

Menetapkan Surat Keputusan Petikan dan Surat
Pernyataan Pelantikan Pejabat pada jabatan pengawas di
tingkat provinsi;

'm. melaksanakan proses pemuktahiran data Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas ke sistem informasi kepegawaian; '

. monitoring dan evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator dan Jabatan Pengawas; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksaﬁaan

tugas Subbidang Pengembangan Karier.

Pasal 20

Subbidang Kepangkatan merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengembangan dalam pelaksanaan proses kenaikan pangkat.

Subbidang Kepangkatan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

(3) Subbjdang Kepangkatan mempunyai tugas :
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a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya, :

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya; :

¢. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan‘standar teknis
pelaksanaan proses kenaikan pangkat;

d. memproses usul kenaikan pangkat - pegawai di tingkat
provinsi;

€. menetapkan Surat Keputusan petikan kenaikan pangkat
Pegawai golongan III dan golongan IV; . .

melaksanakan kegiatan ujian penyesuaian ljasah;
melaksanakan kegiatan ujian peningkatan pendidikan;

5@ e

. melaksanakan kegiatan ujian dinas;
menghimpun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

melaksanakan monitoring, pengendalian, bimbingan dan
konsultasi teknis penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) pada SKPD/ UKPD:; '

k. memproses peninjauan masa kerja pegawai; dan

[N

l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
- tugas Subbidang Kepangkatan.

Pasal 21

Subbidang Jabatan Fungsional merupakan Satuan Kerja
Bidang Pengembangan dalam pelaksanaan pengangkatan,
pemindahan,  pembebasan  sementara, pemberhentian,
kenaikan jabatan dan pembinaan pejabat fungsional tertentu.

Subbidang Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

Subbidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya; '

¢. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pembebasan
sementara, pemberhentian, kenaikan jabatan dan
pembinaan pejabat fungsional; : ’
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d. menerima, meneliti dan memverifikasi usul proses
pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara,
pemberhentian dan kenaikan jabatan pejabat fungsional;

€. menetapkan Surat Keputusan pengangkatan, pemihdahan,
pembebasan senientara, pemberhentian dan kenaikan
jabatan pejabat fungsional;

f. menetapkan Surat Keputusan petikan pengangkatan,
pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dan
kenaikan jabatan pejabat fungsional tingkat provinsi dan
jabatan fungsional jenjang tingkat ahli;

g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dalam
pencapaian/ pemenuhan Angka Kredit pejabat fungsional
yang dilakukan oleh SKPD/UKPD;

h. melaksanakan  supervisi, monitoring, pengendalian,
bimbingan dan konsultasi teknis jabatan fungsional di
SKPD/UKPD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB ;

i. mengevaluasi dan mengoordinasikan Tim Penilai Angka
Kredit jabatan fungsional,

j. melaksanakan proses pemuktahiran data Jabatan
fungsional ke sistem informasi kepegawaian; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkaﬁ pelaksanaan
tugas Subbidang Jabatan Subbidang Pengembangan
Kompetensi dan Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun
Pasal 22

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun merupakan Unit Kerja lini
BKD dalam pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan
pensiun pegawai.

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun dipiinpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung:
jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Bidang Kesej ahteraan dan Pensiun mempunyal tugas
melaksanakan pengurusan kesejahteraan dan pensiun
pegawali. : ‘
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kesejahteraan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Kescjahteraan dan Pensiun; '

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen peléksanaan
anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;

c. menylapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
* pelaksanaan pengurusan kesejahteraan dan pensiun
pegawai; -

d. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kesejahteraan
pegawai; '

e. penyusunan regulasi peningkatan kesejahteraan pegawai;

f. ‘penyusunan dan pelaporan hasil kajian serta evaluasi
kesejahteraan pegawai;

g. penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil
kajian dan evaluasi kesejahteraan pegawai;

h. pelaksanaan sosialisasi kebjjakan kesejahteraan pegawai;

i. pelaksanaan proses pemberian cuti pegawai;

J- pengkajian dan pemrosesan pemberian penghargaan daﬁ
tanda jasa;

k. penyelssaian proses penetapan pensiun pegawai;

1. pengurusan hak kesejahteraan pegawai; dan

m. penyusunan laporan dan pertanggungjaﬁraban pelaksanaan
tugas dan fungsi Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Pasal 24

Subbidang Kesejahteraan Pegawai merupakan Satuan Kerja
Bidang Kesejahteraan dan Pensiun dalam pelaksanaan
penyusunan kajian dan pengurusan kesejahteraan pegawai.

Subbidang Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan-
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan
Pensiun.

Subbidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan
lingkup tugasnya;
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melaksanakan  rencana strategis dan  dokumen
pelaksanaan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun
sesuai dengan lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan penyusunan kajian dan pengurusan
kesejahteraan pegawai,

melaksanakan analisis kesejahteraan pegawai;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kesejahteraan

pegawai termasuk pemeliharaan kesehatan pegawai dan
jaminan sosial pegawai;

melaksanakan pelayanan dan fasilitasi kesejaheraan
pegawal seperti tabungan perumahan, asuransi dan/ atau
jaminan kesehatan, asuransi jiwa, tabungan pensiun dan
jaminan sosial; :

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran bidang Kesejahteraan dan Pensiun; dan

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Kesejahteraan.

Pasal 25

Subbidang Penghargaan merupakan Satuan. Kerja Bidang

Kesejahteraan dan Pensiun dalam pelaksanaan pengurusan

pemberian penghargaan pegawai.

Subbidang Penghargaén dipimpin oleh seorang Kepala

Subbidang yang berkedudukan di bawah dan. bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Subbidang Penghargaan mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan
lingkup tugasnya; ‘ '

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan
lingkup tugasnya,;

menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengurusan pembernian penghargaan pegawai;
menerima, meneliti dan memproses usul pemberian

penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai; . .

melaksanakan pengkajian, evaluasi bentuk dan jenis.
penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai;
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menerima, meneliti dan rneniproses pemberian penunjang
kesejahteraan pegawai dan pensiunan pegawai antara lain
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kecelakaan/kematian pe gawai;

melaksanakan proses pemuktahiran data penghargaan
pegawai dan pegawai berprestasi ke sistem informasi
kepegawaian;

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun;

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegiatan dan akuntabilitas Bidang Kesejahteraan dan
Pensiun; dan :

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Penghargaan.

Pasal 26

Subbidang Pensiun dan Cuti merupakan Satuan Kerja Bidang
Kesejahteraan dan Pensiun dalam pelaksanaan pengurusan
pensiun dan cuti pegawai.

Subbidang Pensiun dan Cuti dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Subbidang Pensiun dan Cuti mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang
Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan lingkup
tugasnya;

. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

anggaran Bidang Kesejahteraan dan Pensiun sesuai dengan
lingkup tugasnya;

menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengurusan pensiun dan cuti pegawai;
menerima, meneliti  dan  memproses penyelesaian
penetapan pemberian cuti pegawai/pejabat yang menjadi
kewenangan pimpinan;

menerima, meneliti  dan memproses  penyelesaian
penetapan pensiun pegawai;

melaksanakan pengurusan dan penyelesaian pemberian
kenaikan pangkat pengabdian;

menyelenggarakan pembekalan bagi pegawai yang
menjelang pensiun; '
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h. menyelesaikan administrasi pemberian uang tunggu dan
bebas tugas menjelang pensiun;

i. menyelesaikan pemberian pensiun janda/duda pegawai .
pensiun anak yatim piatu maupun pensiunan pegawai
bujangan yang tewas;

j. menyerahkan dokumen penetapan cuti dan pensiun

pegawai/pejabat kepada yang bersangkutan/pengelola
pegawai;

k. memproses surat pengantar keterangan penghentian
pembayaran gaji; ‘
. memproses surat pengantar pengujian kesehatan ke Tim

Penguji Kesehatan;

m. melaksanakan proses pemuktahiran data pensiun dan cuti
pegawai ke sistem informasi kepegawaian; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Cuti dan Pensiun.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian
Pasal 27

Bidang Pengendalian merupakan unit kerja lini BKD dalam
pelaksanaan pengendalian kepegawaian.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh scorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan berta_nggung jawab kepada
Kepala Badan.

Pasal 28

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan
pengendalian pegawai. |
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

4. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran
Bidang Pengendalian;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengendalian;

C. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pengendalian kepegawaian;



24

d. penghimpunan, pcngkajian dan evaluasi peraturan
perundang-undangan kepegawaian daerah;

€. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian;

f. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan
perundang-undangan kepegawaian daerah:

g pemberian saran dan pertimbangan hukum pegawai
kepada pimpinan dan/atau kepada kepala SKPD/UKPD;

h. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan

kepegawaian,

i. pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi
disiplin pegawai 'termasuk penjatuhan hukuman disiplin
pegawai pada SKPD/UKPD;

J. pelaksanaan upaya peningkatan disiplin pegawai;

k. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis proses
penjatuhan disiplin pegawai pada SKPD /UKPD;

1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi disiplin, - penilaian
kinerja pegawai dan prestasi kerja pegawai;

m. pengoordinasian proses pelaksanaan penandatanganan
penetapan dokumen Kkinerja dan indikator kinerja utama
(IKU) pimpinan SKPD dan Biro Sekretariat Daerah,;

1. penyusunan standar pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai,

0. penyusunan rumusan kode etik, budaya kerja dan etos.
kerja pegawai;
p. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penerapan kode

etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai; dan’

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Bidang Pengendalian.

Pasal 29

(1) Subbidang Peraturan Kepegawaian merupakan Satuan Kerja
Bidang Pengendalian dalam penyusunan dan sosialisgsi
peraturan perundang-undangan kepegawaian daerah.

(2) Subbidang Peraturan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

(3) Subbidang Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas :
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a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengendalian Pegawai sesuai dengan
lingkup tugasnya; '

b. melaksanakan  rencana strategis ~ dan  dokumen |
pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian Pegawai sesuai
dengan lingkup tugasnya;

C. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan penyusunan dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan kepegawaian daerah:

d. menghimpun bahan penyusunan peraturan perundang-
‘undangan kepegawaian daerah; '

€. melaksanakan perencanaan, perumusan, penylisu_nan dan
pembahasan peraturan perundang-undangan daerah di
Bidang Kepegawaian;

f. melaksanakan koordinasi, bimbingan atau konsultasi
teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang

kepegawaian;

g mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-
undangan kepegawaian daerah;

h. mendokumentasikan  peraturan perundang-undangan
kepegawaian daerah;

1. melaksanakan perencanaan, perumusan, penyusunan dan
pembahasan peraturan perundang-undangan daerah di
Bidang Kepegawaian;

j.- melaksanakan koordinasi, bimbingan atau konsultasi
teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan
Bidang Kepegawaian;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan = hukum
kepegawaian kepada pimpinan dan/atau kepada Kepala
SKPD /UKPD;

. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan
kepegawaian daerah;

m. merumuskan, mengembangkan dan mengevaluasi kode
etik/ perilaku pegawai;

n. mengoordinasikan, memfasilitasi, mendistribusikan dan
menghimpun Laporan Penerimaan Pajak Pribadi dan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
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0. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
‘tugas Subbidang Peraturan Kepegawaian.

Pasal 30

Subbidang Disiplin merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengendalian dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengembangan disiplin pegawai.

Subbidang Disiplin dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengendalian.

Subbidang Disiplin mempunyai tugas :

a.menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengendalian sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengendalian sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan disiplin
pegawai;

d. melaksanakan kegiatan pembindan,  monitoring,
pengendalian, evaluasi dan hukuman disiplin pegawai serta
tindak pidana pegawai;

e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan
kode etik/perilaku pegawai pada tingkat provinsi;

f. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi proses
penjatuhan hukuman disiplin pegawai;

g memproses administrasi permohonan izin perceraian,

menjadi anggota parpol, usaha swasta, pejabat

h.melaksanakan prosés pemuktahiran data hukuman disiplin
pegawai ke sistem informasi kepegawaian;

i. memberikan saran dan pertimbangan penjatuhan hukuman
pelanggaran disiplin pegawai kepada pimpinan

J. monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai dan
pelaksanaan upacara Kkedinasan Pemerintah Daerah di
tingkat provinsi;

k.memproses administrasi penjatuhan hukuman disiplin
dan/atau tindak pidana oleh pegawai;
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1. menyiapkan bahan kebijakan teknis pengelolaan pegawai
daerah yang terkait dengan Subbidang Disiplin Pegawai; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Disiplin Pegawai. '

Pasal 31

Subbidang Kinerja Pegawai merupakan Satuan Kerja Bidang
Pengendalian Pegawai dalam pengembangan kinerja dan
penilaian serta monitoring prestasi kerja pegawai.

Subbidang Kinerja Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pegawali.

Subbidang Kinerja Pegawai mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Bidang Pengendalian sesuai dengan hngkup
tugasnya,;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Bidang Pengendalian sesuai dengan lingkup
tugasnya,; ‘

c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan standar tekms
subbidang kinerja pegawai;
d. menyusun dan mengembangkan pedoman teknis penilaian

kinerja pegawai;

¢. menghimpun dan meneliti dokumen penilaian prestasi
kerja pegawai SKPD/ UKPD;

f. menyelenggarakan penandatanganan dokumen perjanjian

kinerja Kepala SKPD /UKPD;

g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja
pegawai pada SKPD/UKPD;

h. menyusun dan mengembangkan budaya kerja dan etos
kerja pegawai; _

1. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan

budaya kerja dan etos kerja pegawai; dan

J. melaporkan dan mernpertanggung;awabkan pelaksanaan
tugas subbidang Kinerja Pegawai. '
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Bagian Kedelapan
Suku Badan Kota
- Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

Suku Badan Kota merupakan Unit Kerja BKD pada Kota
Administrasi.
Suku Badan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Badan

. yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan serta secara operasional dikoordinasikan oleh
Walikota.

Pasal 33

Suku Badan Kota mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan kepegawaian pada lingkup Kota Administrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Suku Badan Kota menyelenggarakan fungsi :

a.

penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran’
Suku Badan Kota;

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Badan Kota; '

pelaksanaan pemberkasan, prosesa dan penyelesaian
penetapan pensiun pegawai golongan la sampai dengan
golongan IIld pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. pelaksanaan pemberkasan dan pengurusan kesejahteraan

pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

pelaksanaan pemberian penunjang (taspen, asuransi,
tabungan perumahan, jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian) kesejahteraan pegawai pada lin'gkup
wilayah Kota Administrasi;

penerimaan,  penelitian/pengujian  dan pemprosesan
pemberian penunjang kesejahteraan pegawai pada lingkup
wilayah Kota Administrasi antara lain meliputi taspen,
asuransi, tabungan perumahan, jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian;

pembinaan (monitoring, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi)
kinerja dan disiplin pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi; )
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h. pemfasilitasian penerbitan kartu identitas pegawai pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;

1. penyiapan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada
lingkup wilayah Kota Administrasi: :

J- penyusunan program pengembangan karir pegawai,
pelantikan pejabat pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

k. penyiapan dan memproses administrasi pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari
jabatan pada lingkup Kota Administrasi;

L pelaksanaan koordinasi dan proses mutasi pegawai pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;

m. penylapan bahan, pemberian pertimbangan, monitoring
pengendalian dan evaluasi pendayagunaan pegawai pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;

n. pelaksanaan pengendalian formasi pegawai pada lingkup
wilayah Kota Administrasi; '

0. pengoordinasian penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan,
penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan
informasi kepegawaian termasuk daftar urut kepangkatan
serta prestasi kerja.pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

p. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik,

budaya kerja dan etos kerja pegawai pada lingkup wﬂayah
Kota Administrasi;

r. pengelolaan pegawai, keuangan dan barang Suku Badan
Kota;

s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana.dan sarana kerja Suku Badan
Kota;

t. pengelolaan kearsipan Suku Badan Kota;

u. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan
Suku Badan Kota; dan

v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Badan Kota.
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(3) Pelapc?ran dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Badan Kota disampaikan oleh Kepala Suku
Badan kepada Kepala badan dengan tembusan Walikota.,

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 34

Suku Badan Kota terdiri dari :

a. Kepala Suku Badan Kota;
b. Subbagian Tata Usaha;,
c. Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai,

d. Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun; dan

e. Subbidang Pengendalian Pegawai.

Paragraf 3
Kepala Suku Badan Kota

Pasal 35

Kepala Suku Badan Kota mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan
fungsi Suku Badan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang
dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi déngan SKPD/UKPD
dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Suku Badan Kota; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Suku Badan Kota.

Pasal 36

(1} Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku
Badan Kota dalam pelaksanaan administrasi Suku Badan
Kota.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Suku Badan Kota.
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(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : -

a.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan

- anggaran Suku Badan Kota sesuai dengan- lingkup

tugasnya,

mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana
kerja dan anggaran Suku Badan Kota; '

melaksanakan monitoring, pengendalian dan . evaluasi
rencana strategis dan dokumen- pelaksanaan anggaran
Suku Badan Kota;

melaksanakan kegiatan layanan administrasi kepegawaian;

melaksanakan konsultasi kepegawaian dan penyelesaian

pengaduan‘ kepegawaian pada lingkup Suku Badan Kota;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian; '
melaksanakan pengelolaan keuangan; |

melaksénakan pengelolaan. barang;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Suku Badan Kota;

melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Badan
Kota;

memelihara kebersihan, keindahan, keamanan ~dan
ketertiban kantor;

melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku
Badan Kota

- melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara

Suku Badan.Kota;

. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi

Suku Badan Kota;

mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan,
keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Badan Kota;

mengooi'dinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, -
kegiatan, dan akuntabilitas Suku Badan Kota; dan

melaporkan dan mempertanggung]awabkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Suku Badan Kota.
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_ Pasal 37

(1} Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai
merupakan, Satuan Kerja lini Suku Badan ‘Kota da_larn_'
pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan pegawai.

(2)

(3)

Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai.
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan
Kota. '

-Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan Pegawai

mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja daﬁ
anggaran Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya; ' |

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya; :

mengoordinasikan dan monitoring peta kebutuhan dan
formasi pegawai di lingkup wilayah Kota Administrasi;

mengoordinasikan usulan kebutuhan pegawai di lingkup

- wilayah Kota Administrasi;

mendukung pelaksanaan rekrutmen pegawai di lingkup
wilayah Kota Administrasi;

mengoordinasikan proses administrasi mutasi pegawai dan -
pegawai titipan di lingkup wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan proses penerbitan kartu identitas pegawai;

h. melaksanakan pembekalan CPNS di lingkup wilayah Kota

Administras'i;

mencerima, meneliti dan melakukan validasi usulan jabatan

‘pelaksana di lingkup wilayah Kota Administrasi;

melaksanakan monitoring dan evaluasi jabatan pelaksana
di lingkup wilayah Kota Administrasi;

menerima dan meneliti kelengkapan persyaratan dan
memproses usul kenaikan pangkat pegawai pada lingkup
wilayah Kota Administrasi; '

melaksanakan pemberkasan, dan penyelesaian penetapan
usul kenaikan pangkat pegawai golongan Ia sampai dengan

“golongan I1d pada lingkup wilayah Kota Administrasi;



(1)
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m. menerima, meneliti dan mengusulkan ujlan penyesuaian

jazah dan ujian dinas seluruh pegawai pada lingkup
wilayah Kota Administrasi;

- menerima dan meneliti usul peninjauan masa kerja

pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. memproses dan menetapkan usul peninjauan masa kerja

pegawai golongan Ja sampai dengan golongan IId pada
lingkup wilayah Kota Administrasi;

- menghimpun Daftar Urut Kepangkatan bagi pegawai pada

lingkup wilayah Kota Administrasi;

- merencanakan, memfasilitasi dan melaksanakan sidang

Badan Pertimbangan Jabatan pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

. menyelesaikan administrasi sebagai tindak lanjut hasil

sidang badan pertimbangan jabatan pada lingkup wilayah -
Kota Administrasi;

. menyelenggarakan pelantikan, pengambilan sumpah dan

serah terima, Jabatan Administrator dan J abatan Pengawas

~di tingkat Kota Administrasi;

membuat Surat Keputusan Petikan dan Surat Pernyataan
Pelantikan Pejabat pada jabatan pengawas di tingkat Kota
Administrasi;

- membuat Surat Keputusan Petikan kenaikan pangkat

golongan la sampai dengan golongan IId di lingkup Kota
Administrasi; dan

. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas Subbidang Pendayagunaan dan Pengembangan
Pegawai.

Pasal 38

Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun merupakan Satuan
Kerja lini Suku Badan Kota dalam pelaksanaan pengurusan
kesejahteraan dan pensiun.

Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun dipimpin oleh seorang
Kepala . Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kota.

(3) Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun mempunyai tugas :
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- menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan

anggaran Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya; '

- melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan . -

anggaran Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup '
tugasnya;

- menerima dan meneliti usulan pensiun pegawai pada

lingkup wilayah Kota Administrasi;

. melaksanakan pemberkasan, proses dan pehyelesaian

penetapan pensiun pegawai, pensiun janda/duda/yatim /
orang tua pegawai golongan Ia sampai dengan golongan I11d
pada lingkup wilayah Kota Administrasi:

. menerima, menelii dan memproses pemberian penghargaan

dan tanda jasa bagi pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi; '

menerima, meneliti dan memproses pemberian penunjang
kesejahteraan pegawai ‘pada lingkup Kota Administrasi
antara lain meliputi taspen, asuransi, tabungan perumahan
pada lingkup wilayah Kota Administrasi; '

. melaksanakan penyuluhan bagi pegawai menjelang pensiun

pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

. menerima, meneliti dan mengusulkan permohonan

penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran
(SKPP) bagi pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi; :

melaksanakan kegiatan donor darah pada lingkup wilayah
Kota Administrasi; dan :

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Subbidang Kesejahteraan dan Pensiun.

Pasal 39

Subbidang Pengendalian Pegawai merupakan Satuan Kerja lini
Suku Badan Kota dalam pelaksanaan pembinaan disiplin dan
kinerja pegawai.

(2) Subbidang Pengendalian Pegawai dipimpin oleh -seorang

Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Badan Kota.

(3) Subbidang Pengendalian Pegawai mempunyai tugas :
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menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya,;

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Suku Badan Kota sesuai dengan lingkup
tugasnya,

mengoordinasikan pengolahan, pemeliharaan, penyajian,
dan pemanfaatan data dan informasi pegawai pada lingkup
Kota Administrasi;

melaksanakan monitoring. dan evaluasi penerapan Kkode
etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai pada llngkup
wilayah Kota Administrasi;

memproses administrasi ijin pernikahan kedua dan
perceraian  pegawai pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

melaksanakan pemutakhiran data pegawai ke dalam sistem
informasi kepegawaian pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

menerima dan meneliti penemuan atau laporan terjadinya
dan/atau dugaan adanya pelanggaran disiplin pegawai
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

menerima, memproses dan memverifikasi usul kekurangan -
dan kelebihan pembayaran gaji pegawai di hngkup mlayah
Kota Administrasi;

menghimpun data keluaran usul kekurangan dan
kelebihan gaji;

melaksanakan monitoring, koordinasi, bimbingan
konsultasi, fasilitasi dan pengendalian disiplin pegawai
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

meneliti penyusunan dokumen penilaian prestasi kerja
pegawai pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

monitoring dan evaluasi penilaian' kinerja pegawai dan
penilaian prestasi kerja pada lingkup wilayah Kota
Administrasi;

. mengoordinasikan dan mendistribusikan Laporan Pajak-
pajak Pribadi (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pegawai pada li_ngklip
wilayah Kota Administrasi;
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n. memproses usul kenaikan gaji berkala terhadap pegawai
yang tidak terproses surat pemberitahuan kenaikan gaji
berkala secara otomatis pada lingkup wilayah kota
Administrasi; dan

0. melaporkan dan mémpe’rtangguhawabkan pelaksanaaﬁ
tugas Subbidang Pengendalian Pegawai.

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

' Pasal 40

BKD dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk
melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat
atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas
dan fungsi BKD.

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan
Gubernur,

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

BKD dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional. -

Suku Badan Kota dapat mempunyai’ Subkelompok Jabatan
Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional
BKD.

Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan
organisasi struktural BKD.

Pasal 42

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian /kompetensi
Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional
untuk lingkup BKD dan Subkelompok Jabatan Fungsional
untuk lingkup Suku Badan Kota dan Umt Pelaksana Tekms
yang ditetapkan oleh Kepala BKD.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di
bawah Kepala BKD dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
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(3) Ketua Kelompok Jabatan F‘ungsmnal dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat oleh Kepala BKD dari Pejabat Fungsional yang
berkompeten dan benntegrltas

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada
BKD diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
'I_‘ATA KERJA
Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BKD berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala BKD mengembangkan koordinasi dan kerja sama
dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah /swasta
dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kinerja dan’
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.

Pasal 44

- Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Suku
Badan Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang,
Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BKD melaksanakan
tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 45

(1) Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Suku
Badan Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang,
Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BKD memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan
petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai Kinerja
bawahan masing-masing.

(2) Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Suku
Badan Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang,
Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada BKD
mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-
masing sesuai ketentuan peraturan perundang-ﬁndangan.
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Pasal 46

Kepala Badan, Sekretarjs BKD, Kepala Bidang, Kepala Suku
Badan Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang,
Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada BKD mengawasi
dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing
serta mengambil léngkah—langkah yang diperlukan apabila
menemukan  adanya penyimpangan dan/atau  indikasi .
penyimpangan.

Pasal 47

(1) Kepala Badan, Sekretaris BKD, Kepala Bidang, Kepala Suku
Badan Kota, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbidang,
Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua
Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada BKD
menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas
kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan
peratﬁran perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang
diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pasal 48

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB
melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan,
pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap BKD.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Gubernur. ' '

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49
Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan

akuntabilitas serta pengawasan pada BKD dilaksanakan sesuai
‘dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Terhadap tugas dan fungsi Suku Badan Kota mengenai :

a.

penelitian dan validasi -usulan jabatan pelaksana di lingkup
Kota Administrasi;

pelaksanaan pemberkasan, dan penyelesaian penetapan usul
kenaikan pangkat pegawai golongan Ia sampai dengan
golongan I1d pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

penyelesaian penetapan pensiun pegawali, pensiun
janda/duda/yatim/orang tua pegawai golongan la sampai
dengan golongan Illd pada lingkup wilayah Kota Administrasi;
pelaksanaan verifikasi usul kekurangan dan kelebihan
pembayaran gaji pegawai di lingkup wilayah Kota Administrasi;

pelaksanaan pemuktahiran data pegawai ke dalam sistem
informasi kepegawaian pada lingkup Kota Administrasi;

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya

Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a.

Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; dan

Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah, '

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62154

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

AYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003



Lampiran :

Nomor

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERATI

1256 TAHUN 2016
Tanggal : 29 Dasember 2016

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
ibukota Jakarta

SEKRETARIAT
| 1
BUBBAGIAH SUBBAGIAN B SUBBAGIAN
UMM KEPECAWAIAN | | PURENTANAMR KSUANGAN
DIDANG £IDANG
BIDARG SDANG
FERENCANAAN DAN NESEJAHTBRAAN
PENDAYAGUNAAN PENGSMSANIAN DAN PENSIUN PENUSNDALIAN
— 1 — 1 — — T
SUBLIDAKT BUBEIDANG SUSBIBANG BUBBIDAND
I  FERENCANAAN [~ rencEMBANGAN | kesEsameRaaN b= PERATURAN
PHOAWAY KARIR POAWAL PEGAWAL
BUBBIDANG
| :E"N%R%mun || SUBRIDAND | SUBSIDANG | | sg]l]ga[:’mn
Pgmwal KEPANGKATAN PENGHAROAAN TRONWAI
SUSBIDANG SUBEMAHT
SUBEIDANG : SUBUIDANG
haiiey JABATAN PENBILIN | | ENEE T
L —  PUNQADWAL — haH CuTz FEGAWAI
SUKU BADAN
KQTA
BUBBAAN
TATA USAHA
T 1
oEND A TAD NN || BUBBIBASG SUBBIDANG
PEHOEMBANCGARN] | KESEJAHTERRAN FENGEND ALIAN]
HOEMEA DAN PENSHUN PEQAWAL
P KELOMPOK
W — JABATAN FUNGSIONAL
- " - —

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA

ttd

JAKARTA,

SUMARSONO




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041

